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RINGKASAN

Konstitusi dan beberapa peraturan Republik Indonesia mengamanatkan untuk
melibatkan perempuan dalam pembagunan pemerintahan. Forum Musrenbangdes
merupakan salah satu wadah bagi perempuan untuk terlibatan dalam
pembangunan daerah.

Karena itu, penelitian ini fokus pada dua hal, yaitu:Pertama, bagaimana
perempuan berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Desam Mulyoagung
Kecamatan Dau Malang? Kedua, faktor apa saja yang menghambat keterlibatan
perempuan dalam pembanggunan daerah di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau
Malang?

Dengan mengunakan metode yuridis sosiologis denganteknik pengumpulan data
melaluui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, hasilnya menyatakan bahwa
peran Perempuan dalam forum Musrenbangdes di Desa Mulyoagung masih
minim. Minimnya keterlibatan perempuan itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:
kepanitiaan dan kepesertaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip
partisipatif, representatif, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan
ramah perempuan yang harusnya menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan
Musrenbangdes.

Ada tiga faktor yang menyebabkan minimnya keterlibatanperempuan dalam
forum Musrembangdes di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang, yaitu: a)
budaya patriarki yang kuat menjadikan laki-laki selalu menempati posisi yang
strategis, sehingga mengalahkan perempuan; b) status pendidikan yang terbilang
rendah menghambat mereka untuk memasuki wilayah-wilayah publik yang
kompetitif; dan c) sosialisasi yang minim terhadap kader-kader perempuan
menjadikan mereka kurang mendapatkan informasi mengenai forum
Musrembangdes.

Kata Kunci: Desa Mulyoagung, Musrenbangdes, Partisipasi Perempuan
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1.1 Latar Belakang

Peran dan posisi atau kedudukan perempuan di tengah-tengah
masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial budaya yang ada di
tempat tersebut. Itu artinya, setiap perubahan sosial-budaya yang terjadi di
suatu tempat akan mempengaruhi peran dan kedudukan kaum perempuan di
dalamnya.

Secara gender, perempuan menunjuk pada salah satu jenis kelamin dari
dua jenis kelamin yang ada: laki-laki atau perempuan. Meskipun demikian,
pada kenyataannya, demikian kata Abdullah (2006), status perempuan dalam
konteks kehidupan sosial seringkali menempati posisi kedua atau the other
sex dalam menentukan mode representasi sosial tentang status dan peranan.

Pada tahun 1978, peran dan kedudukan perempuan dalam konteks
pembangunan atau di wilayah publik, mulai diperhatikan secara serius oleh
pemerinah seiring dimasukkannya isu perempuan dalam Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) dan termasuk juga dibentuknya Kementerian Peranan
Wanita pada tahun yang sama. Untuk lembaga yang terakhir ini, pada akhir
tahun 1999, namanya berubah menjadi Kementerian Negara dan
Pembaerdayaan Perempuan.Adanya kementerian ini diharapakan dapat
mengangkat peran perempuan, dimana sebagai mitra sejajar pria, perempuan
dapat lebih berperan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Perempuan dilibatkan dalam konteks pembangunan negaramerupakan
suatu upaya untuk mengangkat martabat perempuan itu sendiri yang selama
ini hanya dipandang sebelah mata. Selain itu, perempuan dilibatkan dalam hal
pembengunan bukan karena alasan humanisme saja. Pelibatan itu harus
dilihat dalam rangka pengakuan ataskualitas dan kapabilitas yang dimiliki

perempuan sendiri.



Dalam hal pembangunan negara yang berkeadilan misalnya, pellibatan
perempuan merupakan syarat yang mutlak. Hal ini dibangun atas logika
bahawa kesejahteraan negara tidak akan terapai manakala para perempuan
disubordinasikan, dibiarkan tertinggal, dan disisihkan sedemikian rupa di
bawah laki-laki.

Terkait dengan hal itu, Vivekananda sebagaimana dikutip Darwin
(2005) menyatakan bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum
perempuan tidak akan pernah menjadi besar, baik saat ini ataupun di masa
yang akan datang.Vivekananda beralasan bahwa salah satu yang menjadi
penyebab jatuhnya bangsa secara drastis karena tidak adanya rasa hormat
pada kaum perempuan di mana hal itu dilukiskan sebagai istri (shakti).

Vivekanandakemudian bertanya secara retoris, jika suatu bangsa tidak
membangkitkan kaum perempuan sebagai perwujudan ibu pertiwi, apakah
ada cara lain bagi suatu bangsa untuk bangkit ari keterpurukan?

Secara legislasi, perhatian mengenai perempuan terus mendapat
perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya beberapa peraturan terkait
dengan kesetaraan gender, diantaranya adalah Undang-undang No. 7 Tahun
1984 terkait Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Diskriminasi terhadap Perempuan; Keputusan Menteri Negara Urusan
Peranan Perempuan No.2/Kep/MENUPW/IV/1991 mengenai Pengesahan
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Perempuandalam
Pembanguan Bangsa di Pusat Daerah;Instruksi Presiden Rl No. 5 Tahun 1995
mengenai Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan di daerah;
dan Permendagri No. 15 tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah
DisempurnakanmelaluiPermendagri No. 67 tahun 2011.

Sejumlah peraturan di atas merupakan upaya pemerintah dalam
menempatkan kaum perempuan dalam konteks pembangunan nasional,
sehingga mereka bisa menyumbangkan peran dan kontribusi mereka secara
maksimal. Tidak hanya itu saja, strategi lainnya yang dilakukan pemerintah

dalam mengoptimalkan peran dan partisipasi perempuan ditegaskan



dalamrencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019
(PerpresNo. 2 tahun 2015).

Adapun pengarusutamaan gender(PUG) tersebut, pelaksanaannya
dilakukan melalui instruksi kepada semua departemen ataupun lembaga yang
ada di pemerintahandan juga kepada non-departemen yang ada di
pemerintahan nasional, provinsi ataupun pemerintah kota/kabupaten. Hal itu
berttujuan untuk menyusun program perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi dengan melihat atau mempertimbangkan permasalahan yang
terkait dengan kebutuhan, aspirasi perempuan dalamkonteks kebijakan,
program ataupun kegiatan.

Setelah otonomi daerah ditetapkan, peran dan sumbangsih perempuan
mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemeirntah Provinsi Jawa Timur
merupakan salah satu yang memperhatikan hal itu denganmenurunkan dua
peraturan mengenai pengarusutamaan gender. Adapun dua peraturan yang
dimaksud, antara lain:Peraturan Gubernur Jawa Timur (Pergub Jatim)No. 27
tahun 2010mengenai pedoman pengarusutamaan genderdalam pembangunan
Provinsi Jatim;Peraturan Daerah (Perda)Provinsi Jawa TimurNo.3tahun 2014
tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) tahun
2014 sampai 2019.

Melalui dua peraturan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
besertapemerintah yang ada di bawahnya yaitu pemeirntah kabupatan dan
kota se-Jatimberkomitmen untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang telah
dibuat;program yang telah dicanangkan;dan kegiatan pembangunan daerah
yang responsif gender. Semua itu menjadi penting demi terwujudnya
kesetaraan dan keadilan gender di semua daerah yang ada di Jawa Timur.

Desa Mulyoagung merupakan salah satu desa yang terletak di
Kabupaten Malangdi mana merupakan bagian dari Provinsi Jawa
Timur.Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di desa
tersebut,ternyata desa ini memiliki masalah mengenai kesetaraangender,
persisnya ketidaksetaraan.Ketidaksetaraan gender yang dimaksud adalah

terkait dengan tingkat partisipasi kaum perempuan dalam konteks



1.2

pembangunan desa Mulyoagung. Partisipasi perempuan sangatlah minim di
desa ini dalam hal pembangunandesa.Kenyataan ini pada dasarnya tidak
sesuai dengan cita-cita pengarusutamaan gender sebagaimana dicanangkan
oleh pemeirntah Provinsi Jawa Timur.

Membahas partisipasi perempuan dalam proses perencanaan
pembangunan desa juga menjadi sangat menarik setelah dikeluarkannya
peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang No. 6 tahun 2014
tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa). Undang-undang ini
memberikan peluang sangat besar pada perempuan untuk terlibat di
dalamnya. Salah satunya dalam proses perencanaan pembangunan yang
diwadahi oleh Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes).

Musrenbangdes merupakan forum perencanaan (program)dimana
tujuannya hendak membangun kesepahaman antar peserta di dalamnyademi
kepentingan dan kemajuan desa setempat. Dalam forum Musrembangdes
tersebut, yang dipotret adalahpotensi dan sumber pembangunan yang tidak
atau belum tersedia di dalam atau di luar desa itu. Oleh karenanya, peran dan
partisipasi perempuan sangat penting dan diperlukan dalam proses
pengambilan keputusan tersebut.

Peneliti memfokuskan diripada peran dan partisipasi kaum perempuan
dalam pembangunan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang pada
forum Musrembangdes tahun 2016 dan 2017. Hal ini karena berdasarkan
observasi di awal ditengarai di Desa ini keterlibatan perempuan dalam proses
pengambilan kebijakan desa masih sangat minim. Sehingga judul penelitian
yang peneliti ambil adalah “Partisipasi Perempuan dalam Proses Perencanaan
Pembangunan Desa (Studi pada Musrenbangdes Tahum 2017 dan 2018 di

Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Malang).

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan dua rumusan

masalah yang hendak peneliti teliti, yaitu:
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1.4

1. Bagaimana partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan desa di Desa
Mulyoaggung Kecamatan Dau Malang?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat keterlibatan perempuan dalam

pembanguan desa di Desa Mulyoaggung Kecamatan Dau Malang?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran dan kedudukan kaum
perempuan dalam konteks pembangunan desa di Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Malang.

2. Untuk mengetahun faktor apa saja yang menghambat keterlibatan kaum
perempuan dalam konteks pembangunan desa di Desa Mulyoaggung

Kecamatan Dau Malang.

Manfaat Penelitian
Setidaknya ada empat manfaat dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti
Peneitian ini bisa menambah wawasan bagi peneliti terkait dengan
keterlibatan perempuan dalam konteks Musrembangdes. Selain itu,
penelitian ini akan menjadi salah satu persayaratan yang peneliti penuhi
dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas IImu Sosial dan
Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

2. Bagi Akademisi
Penelitian ini bisa menjadi masukan pengetahuan baru bagi para akademisi
lain, utamanya yang berada dalam satu rumpun Illmu Administrasi Negara
(FISIP), sehingga mereka diharapkan dapat berpartisipasi dalam
pembangunan nasional di tengah-tengah masyarakat.

3. Bagi Pemerintah
Penelitian ini bisa menjadi masukan berharga bagi Desa Mulyoagung

Kecamatan Dau Malang, sehingga mereka dapat meningkatkan peran serta



dan kedudukan perempuan di wilayah publik demi mewujudkan
pembangunan nasional.

. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa memberikan insight atau masukan berharga kepada
masyarakat, kususnya kaum perempuan, sehingga mereka menyadari

peran dan posisi pentingnya dalam konteks pembangunan nasional.
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